
penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



INTERNALISASI NILAI HUKUM PIDANA ISLAM  
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 
(Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan  

dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP) 
 

Penulis: 
Yayan Muhammad Royani 

 
Desain Cover: 

Septian Maulana 
 

Sumber Ilustrasi: 
www.freepik.com 

 
Tata Letak: 

Handarini Rohana 
 

Editor: 
Neneng Sri Wahyuni 

 
ISBN: 

978-623-500-710-6 
978-623-500-719-9 

 
Cetakan Pertama: 

Februari, 2025 
 

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang 

by Penerbit Widina Media Utama 
 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 

 
PENERBIT: 

WIDINA MEDIA UTAMA 
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas 

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 
 

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020 
Website: www.penerbitwidina.com 

Instagram: @penerbitwidina 
Telepon (022) 87355370 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

iii 

 
 

 

Buku yang ada dihadapan pembaca merupakan buku referensi bagi 

mahasiswa atau dosen yang mempunyai ketertarikan dalam bidang 

hokum Pidana umum maupun Islam. Secara spesifik pembahasan pada 

buku ini berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang mengalami 

pergeseran nilai pada regulasi nasional khususnya dari KUHP lama kepada 

KUHP baru. 

Tindak pidana kesusilaan menjadi menarik untuk diteliti karena sangat 

subjektif sehingga rawan dianggap bertentangan dengan hak individu 

dalam HAM. Meski begitu, Indonesia dengan butir pertama Pancasila 

tetap tidak dapat meninggalkan nilai moral agama. Oleh karenanya, 

perubahan asas pada KUHP baru menjadi landasan masuknya nilai-nilai 

adat termasuk agama dalam perumusan tindak pidana kesusilaan. 

Sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran, maka penulis 

menganggap perlu meneliti sejauh mana internalisasi nilai Hukum Pidana 

Islam pada  pengaturan kesusilaan dalam KUHP lama/baru maupun 

regulasi di luar KUHP. Diharapkan dapat memperjelas perebedaan dan 

persamaan dari perbandingan kedua konsep, dengan tujuan untuk saling 

mengisi sehingga formulasi regulasi selanjutnya dapat dirumuskan secara 

baik, efektif dan efisien. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami 

reformulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang KUHP nomor 

1 tahun 2023. Perubahan asas yang mendasar diantaranya adalah asas 

individual liberal peninggalan Belanda menjadi asas keseimbangan 

berdasarkan Pancasila. Pilar Ketuhanan yang menjadi dasar sangat 

berkaitan dengan ajaran agama salah satunya Islam dengan hukum 

pidananya.  

Tindak Pidana Kesusilaan merupakan delik yang mendapatkan 

perhatian khusus, mengingat kental dengan subjektifitas yang terdapat 

dalam nilai agama. Dengan mengetahui sejuah mana internalisasi nilai 

Hukum Pidana Islam pada pengaturan KUHP baru maupun regulasi di luar 

KUHP, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada 

efektifitas formulasi maupun penegakan hukum. 

Oleh karena itu, analisis komparatif antara KUHP baru dan Hukum 

Pidana Islam dalam mengatur tindak pidana kesusilaan sangat penting. Hal 

ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum 

nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan pada pengembangan hukum pidana di Indonesia yang 

berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

PENDAHULUAN 

Islam merupakan agama yang rahmatan lilalamin, termasuk dalam 

ketentuan hokum yang berlaku bagi umat Islam secara khusus bahkan 

untuk alam semesta. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas 

masyarakat di Indonesia, system demokrasi memungkinkan nilai-nilai 

Islam diakomodir dalam hokum nasional. Internalisasi nilai tersebut 

tentunya tidak dapat langsung diakomodir tanpa melewati makanisme 

pembentukan perundang-undangan yang berlaku, mengingat Indonesia 

bukanlah negara berdasarkan agama Islam.  

Melihat sejauh mana internalisasi nilai hokum Islam dalam hokum 

positif di Indonesia dapat menggunakan pendekatan teori eksistensi. 

hokum Islam telah ada sejak  sebelum zaman penjajahan Belanda dan 

terus berlanjut setelah masa kemerdekaan. Dalam teori eksistensi, 

sebagaimana dikutif Lisma menurut Hazairin  hubungan hokum Islam 

dengan negara terdapat 4 bentuk. 1) hokum Islam yang merupakan bagian 

integral dari hokum nasional, 2) hokum Islam yang menjadi penyaring 

bahan-bahan hukum nasional 3) hokum Islam  diakui kemandirian dan 

keuatannya sehingga diakomodir sebagai hokum nasional 4) hokum Islam 

sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hokum 

nasional (Lisma, 2019: 721-733.). 

Hukum Islam yang berlaku sejak zaman colonial Belanda ditandai 

dengan adanya Lembaga peradilan agama. Dalam keperdataan meliputi 

hokum waris dan wasiat, hokum perkawinan, hokum peribadatan atau 

ritual dan pengurusan jenazah. Selain ketentuan yang bersifat pelaksanaan, 

terdapat regulasi sebagaimana dalam undang-undang akan tetapi hanya 
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BAB 2 

METODOLOGI 

 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang 

berfokus pada analisis regulasi dan norma hukum yang berlaku. Penelitian 

ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data 

yang mengandalkan data-data sekunder dari undang-undang, buku-buku, 

jurnal, serta dokumen terkait penelitian. Setelah data terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah mengklasifikasikan sumber bahan hukum menjadi 

primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah 

metode normatif kualitatif (Marzuki, 2014: 55). 

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

komparatif atau perbandingan. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan 

perbandingan tidak hanya membandingkan materi hukum saja, tetapi juga 

memiliki nilai filosofis. Selain materi hukum, pendekatan ini juga melihat 

bagaimana konsepsi-konsepsi intelektual yang dibangun di balik institusi 

atau lembaga hukum utama dari satu atau beberapa sistem hukum asing. 

Diharapkan, perbandingan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap pembaharuan sistem hukum pidana, terutama yang berkaitan 

dengan tindak pidana kesusilaan. (Barda, 2015: 3-4). 
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BAB 3 

TEORI MUTAKHIR 

 
1. Teori Eksistensi Hukum Islam  

Teori eksistensi hokum Islam ini merupakan teori-teori yang 

menjelaskan bagaimana hokum Islam diakui di Indonesia. Terdapat enam 

macam teori eksistensi hokum Islam di Indonesia sebagai berikut: 1) teori 

reception in complex yaitu teori yang menyatakan bahwa orang Islam di 

Indonesia telah menerima hokum Islam secara menyeluruh 2) Teori 

Recetie yang menyatakan bahwa hokum Islam bukanlah hokum kecuali 

diterima oleh hokum adat. 3) teori receptive exit yaitu teori yang digagas 

oleh Hazairin yang menyangkal teori Hurgronje karena setelah 

kemerdekaan hokum agama yang akan diakomodir tidak hanya hokum 

Islam akan tetapi hokum agama lain juga. 4) teori receptive a contrario, 

teori ini dikembangkan oleh para murid Hazairin yang menyatakan bahwa 

hokum adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hokum 

Islam. 5) Teori Recoin yaitu hukum Islam yang bersumber dari Quran harus 

ditafsirkan secara kontekstual, karena pada dasarnya kebenaran absolut 

berasal dari tuhan sehingga hukumnya pasti adil bagi manusia. 6) Teori 

kredo, yaitu teori yang digagas oleh Juhaya dimana menurutnya teori 

Kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hokum 

Islam. Setiap orang Islam harus tunduk kepada sumber hokum Islam yang 

berasal dari Allah, kerana ketika menerima Islam maka seluruh otoritas 

hokum harus diterimanya. 

 

2. Teori Perbandingan  

Teori perbandingan digunakan untuk mengetahui relevansi nilai 

hokum Pidana Islam tentang delik kesusilaan dan pengaturan delik dalam 

KUHP baru dan di luar KUHP. Teori ini tidak hanya membandingkan 
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BAB 5 

RELEVANSI NILAI TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 

DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

 
A. KONSEP TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM   

1. Pengertian Jinayah  

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah 

atau jarimah. Jinayah berasal dari kata "jana," yang secara etimologi 

berarti "berbuat dosa" atau "salah." Kata jinayah sendiri diartikan sebagai 

"perbuatan dosa" atau "perbuatan salah." Contohnya dalam kalimat 

"jana'ala qaumihi jinayatan," yang berarti "ia telah melakukan kesalahan 

terhadap kaumnya." Kata "jana" juga dapat berarti "memetik," seperti 

dalam kalimat "jana as-samarat," yang berarti "memetik buah dari 

pohonnya." Orang yang berbuat jahat disebut jani, dan orang yang dikenai 

perbuatan tersebut disebut mujna alaih. Menurut Imam al-San’any, al-

jinayah merupakan jamak dari kata "jinayah," yang merupakan masdar 

dari "jana" (melakukan kejahatan/kriminal) (San'âny, 1950:231). 

Dalam istilah hukum, jinayah sering disebut dengan delik atau tindak 

pidana. Secara terminologi, jinayah memiliki beberapa pengertian. Abd al-

Qadir Awdah menyatakan bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang 

oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. 

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa jinayah menurut syariat Islam adalah 

segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang 

adalah setiap perbuatan yang menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, 

jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda. Beberapa fuqaha 

menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa 

atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan 
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BAB 6 

EKSISTENSI NILAI TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM 

KUHP BARU DAN REGULASI DI LUAR KUHP 

 
A. PASAL-PASAL TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP 

LAMA DAN PENJELASANNYA  

Pasal 281 KUHP: Pasal ini berbicara tentang tindakan yang dianggap 

melanggar kesopanan ketika dilakukan di depan umum. Di dalam 

masyarakat kita, ada norma-norma tertentu tentang bagaimana seseorang 

harus berperilaku, terutama di tempat umum. Misalnya, seseorang tidak 

boleh melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau menampilkan bagian 

tubuh yang seharusnya tertutup. Jika seseorang secara sengaja bertindak 

cabul di ruang publik, seperti melakukan ekshibisionisme atau perbuatan 

tak pantas lainnya yang bisa menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman 

bagi orang lain, maka orang tersebut bisa dikenakan pidana sesuai dengan 

Pasal 281 ini. Intinya, pasal ini bertujuan untuk menjaga rasa nyaman dan 

kesopanan di ruang publik. 

Pasal 282 KUHP: Pasal ini melarang penyebaran materi yang dianggap 

tidak senonoh, seperti tulisan, gambar, atau benda yang memiliki muatan 

pornografi. Bayangkan jika seseorang memperjualbelikan buku, majalah, 

atau video yang mengandung konten cabul tanpa batasan. Hal ini tentu 

dapat merusak moralitas, terutama bagi anak-anak dan remaja yang lebih 

rentan terpengaruh. Oleh karena itu, pasal ini hadir untuk membatasi 

peredaran konten cabul yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat. 

Bukan hanya untuk orang yang menerbitkan atau menjual, tetapi juga bagi 

siapa pun yang membawa materi cabul ini ke Indonesia dengan tujuan 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami 

reformulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang KUHP nomor 

1 tahun 2023. Perubahan asas yang mendasar diantaranya adalah asas 

individual liberal peninggalan Belanda menjadi asas keseimbangan 

berdasarkan Pancasila. Pilar Ketuhanan yang menjadi dasar sangat 

berkaitan dengan ajaran agama salah satunya Islam dengan hukum 

pidananya.  

Kontribusi penelitian dalam melihat relevansi antara KUHP baru dan 

Hukum Pidana Islam diharapkan dapat menambah kazanah pemikiran 

akademik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, umumnya untuk 

masyarakat yang konsen dalam bidang hukum. 
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